
  

128 
 

1. Perlu memperketat pengawasan terkait dengan peredaran dan penjualan 

minuman beralkohol secara berkala oleh aparat penegak hukum, 

sehingga tidak ada ruang bagi para oknum-oknum illegal. 

2. Perlu menindak tegas hukuman bagi para oknum-oknum illegal dan 

perlu menerapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha 

bagi para perajin alkohol yang masih nekat mengedarkan ciu selain ke 

perusahaan yang membutuhkan ciu sebagai bahan produksinya. 

3. Perlu meningkatkan penegakan hukum berkelanjutan terhadap 

pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. 
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